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BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 58 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
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8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5219); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5351); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5149); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5655); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan 

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2010 Nomor 4); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 1); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 5); 
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 

2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 
Nomor 8 Seri A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/200/2017); 

36. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 
2012 Nomor 29); 

37. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 42 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 42 Seri A), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung 
Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 36 
Seri A); 

38. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 

Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 
Nomor 28 Seri E); 

39. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 42 
Seri E); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

 

 

Pasal 1  

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan 
Keuangan terdiri atas: 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

c. Neraca 

d. Laporan Operasional 

e. Laporan Arus Kas 

f. Laporan Perubahan Ekuitas 

g. Catatan atas Laporan Keuangan 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah. 
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Pasal 2  

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a 
Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp  2.242.252.272.512,00 

b. Belanja Rp  2.004.484.665.089,82 

c. Transfer Rp     308.538.930.710,00 

 Surplus/(Defisit) Rp     (70.771.323.287,82) 

d. Pembiayaan:  

 - Penerimaan Rp     266.980.398.414,00  

 - Pengeluaran Rp       29.000.000.000,00  

 Pembiayaan Netto Rp     237.980.398.414,00  

 SiLPA Rp     167.209.075.126,18  

 

Pasal 3  

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 
berikut: 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.51.892.639.205,00 
dengan rincian berikut: 

a. Anggaran pendapatan setelah 

perubahan 

Rp  2.294.144.911.717,00  

b. Realisasi Rp  2.242.252.272.512,00  

 Selisih lebih/(kurang) Rp       51.892.639.205,00  

 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 204.915.437.691,18 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran belanja setelah 
perubahan 

Rp  2.209.400.102.781,00  

b. Realisasi Rp  2.004.484.665.089,82  

 Selisih lebih/(kurang) Rp     204.915.437.691,18   

 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp 4.186.276.640,00 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. Transfer setelah perubahan Rp   312.725.207.350,00 

b. Realisasi Rp   308.538.930.710,00 

 Selisih lebih/(kurang) Rp       4.186.276.640,00                                        

 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp 157.209.075.126,18 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Defisit setelah perubahan Rp   (227.980.398.414,00) 

b. Realisasi Rp     (70.771.323.287,82) 

 Selisih lebih/(kurang) Rp     157.209.075.126,18                                        
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(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan   

Rp   266.980.398.414,00  

b. Realisasi Rp   266.980.398.414,00  

 Selisih lebih/(kurang) Rp                           0,00    

 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 10.000.0000,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan 

Rp   39.000.000.000,00  

b. Realisasi Rp   29.000.000.000,00  

 Selisih lebih/(kurang) Rp  10.000.000.00 0,00    

 

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp(10.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pembiayaan netto setelah 
perubahan 

Rp    227.980.398.414,00  

b. Realisasi Rp    237.980.398.414,00  

 Selisih lebih/(kurang) Rp    (10.000.000.000,00)    

 

Pasal 4  

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 
(1) huruf b sebagai berikut: 

a. Saldo anggaran lebih awal  Rp     266.980.398.414,00  

b. Penggunaan sal sebagai penerimaan 
pembiayaan tahun berjalan  

Rp   (266.980.398.414,00)  

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 
(silpa/sikpa)  

Rp     167.209.075.126,18  

d. Saldo anggaran lebih akhir  Rp     167.209.075.126,18 

 

Pasal 5  

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2016 
sebagai berikut: 

a. Jumlah aset  Rp    3.105.783.447.880,87  

b. Jumlah kewajiban   Rp           3.309.232.509,34 

c. Jumlah ekuitas  Rp    3.102.474.215.371,52 

 

Pasal 6  

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk 

satu tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut: 

a. Jumlah Pendapatan - LO Rp  2.737.240.443.091,82  

b. Jumlah Beban Rp  2.489.962.970.168,72  

c. Surplus/Defisit dari Operasi Rp     247.277.472.923,10  
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d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp       (8.404.689.127,06)  

e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp                              0,00  

f. Pos Luar Biasa Rp                              0,00 

g. Surplus/Defisit-LO  Rp     238.872.783.796,04  

 

Pasal 7  

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun 
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: 

a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 
2016 

Rp         266.977.909.491,00  

b. Arus Kas dari aktivitas operasi Rp         284.348.055.527,00  

c. Arus Kas dari aktivitas investasi Rp      (355.119.378.814,82 ) 

d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp                (29.000.000,00)  

e. Arus Kas dari aktivitas transitoris Rp                    2.848.923,00  

f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 
2016 

Rp         167.209.435.126,18  

 

Pasal 8  

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f 

untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai 
berikut: 

a. Ekuitas Awal  Rp3.008.134.055.082,74 

b. Surplus/Defisit-LO  Rp238.872.783.796,04 

c. Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:  

 Rp(144.532.623.371,52) 

d. Ekuitas Akhir  Rp3.102.474.215.371,52 

 

Pasal 9  

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 10  

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dirinci dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

 

Pasal 11  

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 12  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

Ditetapkan di Bandung Barat 

pada tanggal 3 Oktober 2017 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ABUBAKAR 

 

Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 3 Oktober 2017 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

MAMAN S. SUNJAYA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 58 SERI A 


